NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS, FURGE! DAN TATA KERJA
RANTOR KESATUAN BABRGSA DAN POLITIXK
KABUPATER TUBAN

DENGAN RAHRMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATE TUBAN,

Menimbang : babwa dengan telah  ditetapkennva Persturan Dacrah
Kabupaten Tuban WNomor 15 Tahun 2014  tentang
Perubahan Kedua atss  Perativan Daersh Kabupaten
Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tuban, maks perlu mengatur
uraian fupgss, fungel Jdan tate kerjs Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dan menetapkannya
datarn suatu Peraiuran Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1950 tentang
Pemnbentulan Raecrah-Dacrab Kabupeten Palam
Lingkungan Propinst Djawa Timur sebagaimana telab
dittbah denpon Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19685
thembaran Negara Republik indonesia Tabun 1968 Nomor

19, Tambahan lembaran Negara Republik Indfonesia Nomor
2730,

2. Undang-Undang  Nomor 33 Tehun 2004  tenteng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerinteh Pusal dan
Pemnerintah Daerah [Lembaran Negars {Lembaran Negara
Republik [tdonesia Tahun 3004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 38};
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Menetapkan

-3,

ndangtindang Momor 2 Tshun 201!  itentang

Peptbentukan Peraturan Perundengundangan {Lembearan
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 MNomor 82,
Tambaban Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor
Sk,

- Vndang-tndang Nomor § Tahun 2014 tenteng Aparatur Sipif

Negara {lembaran Negara Republik Indopesia Tabuan 2014
Nommor 6, Tamnbahan Lembaran Negara Republik indenesis
Nomor 5444}

Andang-Undang MNomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemenntrhan Deerah sebagabmana telah divbab kedues kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2015 {Lembaran
Negars Republik  indonesia Tabun 2015 Nomor 58,

Tatmbahan Lembaran Negarn Republik Indonesis Nomor
3679

- Peraturan Femernntah Nomor 79 Tabun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawessn Penyelenggaraan
Pemmerintahan  BPaerah  {Lembarann  Nepars  Republik

Indonesia Tabon 2005 Nomor 165, Tambzahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor 458241;

JPeraturan Paerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008

tentang Organisasi Lembagas Tekniz Dasrah Kabupaten
Tuban achegaimana telah divbab dengan Pereturan Daersh
Kabupaters Tuben Nomor 15 Tabun 2014 [Lemberan
Dasrah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Serd I Nomor O8);

MEMUTUSKAN -

PERATURAR BUFATI TENTANG URAIAR TUGAR, FUNGSI
BAN TATA KERJA KANTOR HERATUAN BANGBA DAN
POLITIE KAHUPATEN TUBAN.
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BAB
KETENTHAN YIMLM
Pasal 1

Dalem Peraturan Bupati inl yang dimakaud dengsn :

.

2 R B
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Daerah adalah Kabupaien Taben,

Pemerintah Dacrab adalah Perperintah Kabupaten Tubaa.

Bupat! adalsh Bupati Tuban,

Sekretaris Daerah adalah Boekretars Daereh Kabupaten Tuban.
tantor adalah Kantor Kesatuan Bangss dan Politil Kabupeten Tuban,

BAE H
REDUDKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Pasal 2
Kantor Kesatuan Banpsa dan  Politik Kabupaten Tuban meripakan
unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Hepols Kantor, veng
berkedudidan di bawah den bertanggung jawab kepada Bupeti melahai
Sekretaris Dacreh.

Kantor Kesatuan Bangsa den  Poliik Habupaten Tuban mempunyai

tugas melalcsanakon urusan pemerintahan daersh di bidang kesstuan
bangsa dan politik berdasarkan asas ctonomi dan higas pembantiuan,
Kantor HKesatuan Bangsa dan Pelitik  Kabupaten Tuban dalam
melaksanakan  fuges  sebagaimanse dimaeksud  pada  aval (2}
menyelengearaloorn A
& Perurmusan  kebijakan operasionsl {merijuk kepeda  kebijakan
winum nestonal dan kebijakan teknis provinsl) di bidang ketahanan
idiologi negara, wawasan kebongsasn, bela negars, nilai-nila
sejarab kebangsaan dan penghargean kebangsaan skala Kabupates:
B. Pelekssnasn kegiatan di bidang ketshanan idiologi negsrs,
wawasan kebangesan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsasn
dan penghargaan kebangzaan skala Kabupater:

¢. Fembinaan dan pengawesan delam penyvelenggaraan pemerintahan
di kecamatat, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan
idiclegi negars, wawasan kebangsaan, bela negars, nilai-nfad
sejargh kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;

o
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Koordinasi penctapant Rebdjakan operasional  {merupjuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijaltan teknis provipad) di bidang
kewpspadaan dini, kerin sama  intefkemn, bina masyarskat,
porbatasan dan tenage kerja, penanganen konflik pemerintahan,
penanganan kofiik sosial, penpawasan orang asing dan jembags
asing skala Kabirpaien;

Pelaksanean kegiatan dibidang kewsspadesn dini, keria sama
intelkam, bina masyeralcat, perbatasan dan tenags keria,
penanganan  konflik  pemerintabon, penanganan koflik  sosiab
pengawasan orang asing dan embags asing skala Kabupaten;
Pembinaan dan pengawasarn dalam penvelengEaraan pemerintahan
di  kecamatan, kelurshan, desa dan masvarskat di bidang
kewaspadaan dini, kerjz sama  intelkarm, bina  mesyvarskat
perbatasan dan tenage kerje, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan koflik =osial, pengawasan orang asing dan lembape
asitig skals Kabupaten;

Koordinagi penstapan kebijekan operasional (merviuk  kepeds
kebijakan umum nasional dan kebijalon teknis provinsi) di bidang
ketahanan sent dan budaya, agama dan Repercayesn, pembauran
dan akuifurasi hudaya, srpanieasi kemasvarskatan dan penanganan
mesatah sosial kermasyerekatan akele Kabupaten;

Priaksanean kepiatan di bidang ketahonan seni dan budaye, agama
dan kepercayaan, pembauran dan skulturasi bodays, organisasi
kemasvarakatan dan penapgansn maselah sosisl kemeasyvarakatan
skala Kabupaten;

Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
di Kecamatan, Kelurahan /Desa dar rsasyarakat bideng ketphansn
seni dan budsya, apame dan Kepercayasn, pembauran  den
aldturasi budaya, organisasi kemasysraketan dan penshoanan
masaiah sosial Kemasyeraka tan skala Kabupaten;

Koordinasi penetapan  kebijakan operasional {merufuk hepada
kebijakan vinum nasional dan kebijaken teknis provinsi) sistem dan
mmplementasi  politlk, kelembagean  politk  pemerintsshan,
kelemibagaan partai politik, budeya dan pendidikan potitik, fasilitasi
pemily, pilpres dan pilkada akela Eabupaten;




Pelaksanaan kegiatan di bidapy sistemn dan bnplementas! politil,
kelembagaan politik pemmerintahan, kelembagaan partai poligk,
pudaye dan pendidikan politik, fastiitasi pemilu, pilpres dan pilkada
skala kablipaten; |

Pembinasn dan pengawasan dalamw penyvelengparann pemetintaban
di Kecarmatan, Kelurahan/Dess dan masyarskat di bideng  sistem
dan implementasi  poditik, kelembegran  politik  pemerintahan,
kelembagasn partal politik, budeya dan pendidikan politik, fasilitasi
pemihy, pires dan pilkada skala Kabupaten

Eoordinasi penetapan kebijekan operasional di bidang ketahanan
sumber daya alam ketshanen perdagangsn, investast, fiskal dan
moneter, pertlaky masyaraket, Kebiiakan dan  ketahanan lembags
usaha chonomi, Kebijnkan dan ketahanan orgenisasi masyvarakat
lormas] perchonomian skala Kebupaten;

Pelaksanaan kegiaten di bidang ketahetan sumber daya alam
ketahanan perdagangan. investasi, fiskal dan moneter, perilaku
magsyarakat, kehijakan dan  ketaharnan lembega usaha ekonomid,
kebijwican dan ketahanan oreas perekonomian skala Kabupaten:
Pernbinaan dan pengawazan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Jdi  Hecamatan, Eeluraban/Desa dan  masyarakat & bideng
ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investssi,
fiskal dan roneter, perilaky masyarakat, kebijakan dan ketsnhanan
lembage usaha  c¢konomi, kebijakan dan  ketghanan ormas
perekonomian shala Kabupaten;

Penyelenpgaraan administrasi umun, kepegawsian, keuangan, serta
program dan pelaporan;

Perunusan lebijskan pengelolaan dan pengemanan batang milik
daeral yang menjadi tanggung jawab Kantor; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberiken oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya,

br




BAB ITT
BOSUNAN ORGANISASI
Pusal 3

Kantor Kesattipn Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdizi stas

Kepala Kentor;

Subbagian Tats Hashs:

Sub Bidang Bina Tdeolopi dan Wawasan Kebangsaan;

Aulb Bidang Polittk dan Kewaspadean Nasional;

Bub Bidang ketahonen Sent, Budaya, Agema, Remasyrreketan dan
Elionomi.

a.

P 0w

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

(1} Subbagion Tata Usaha dipimpin oleh  Kepels Subbsegian Teie Usabs,
yang berkedudukan di bawsh dan bertanegung jawab kepada Kepala
Kantor.

£

{3

Subbosgian  Tata Usseha mempunyai tugas menvelenggarakan

administrasi wmum, kepegawatan, Reuangan, serts perylISUNAR DrOgram
dan laporan,

Dalam melaksanakan tugas scbegeimana dimaksud pada ayat (2)
Subbagian Tata Usaha menycelenggarakan fungsi

a,
b,

penyelengparaan administrasi umum dan urusan rumah tangga:
penyelengaarasn pengelolzan harang milik deersh vang menjadi
tanggung jawab Kantor;

peniyelenggaraan  wrusan | pembatpunan,  pemeliharaan dan
pengamanan bangunan serta fasiiitas kantor:

pelakuanaan tugas -~ tugas keprotokolan;

pelaksanaan  tuges - [gas yang mehyvangkut  hukum  dan
kehumassn,

pengelolaan administrasi kepepaweian,
penyelenggaraan ndministrasi keuangan,
pelakzanasn penyusnnan program dan aporan)

AL
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i pelaksanaan penvusunan Rencans Strategis {(Renstra), Alantabilitas
Kinerla Inastanst Pemerintal {AKIPM dan Laporan Aluntabilitas Kinesja
Instansi Pemerintah [LAKTH);

i penvediaan bahan rekomendasi penalitian;

¥, pelalsanaan laporan / pertanppungiawabmn kepada Hepais Kantor:
e

i pelaksanaan tuga= lain yang diberikes oleh Kepala Kandor sesual
dengan figas dan fungsinya.

Boglon Kedua
Eub Bidang Bina 1deologl dan Wawasan Eehangsasn
Pasal B

(1) Sub Bidang Hina !declogi dan Wawssen Kebangsapn dipimpin oleh
Kepala 3ub Bidang, yang berkedudukan 4i baweh dan bertanggung
jewab kepada Kepela Kantor,

(€} Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsasn mempunvai fugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan,
rengawasan dan pengendalian di bidang Kesatuan bangsa,

(3} Palam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayvat {2} Sub
Bidang Bina ideclogi dan Wawasan Kebangssan — menyelenggaralian
farrgai ;

& penyedizan bahan penetapan kebilaken operagional {merujuk pads
kebijakan umum nasional dan kebifakan teknis provinsi di bidang
ideoleg negara, wawagan Eebangssan, beja negara, sfai-nilal sejarah
kehangsaan dan pesghargasn kebangsnan,

b penyedinan bahan pelaksansan den {esilitasi kegiatan di Bidang
ketahanan ideclogi negara, wawagan kebanpsaasn, bele negara, nilais
stilat sejarah kebangsasn dan penghargaan kebangsaan;

¢. penyediaan  bahan  koordinmsi dan fasilitasi | pembinasn
penyelengparaan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, petelitan, pemantavan, pengembangen dan evaluasi) di
bidang ketahanan ideclog negara, wawesan kebangsaan, bela tegars,
nilai-siilai sgjarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

4. penyediazen bahan pengawasan penyelenggaraan di bidang ketahanan

idevlog negara, wawasan kebangsaan, bela negara, oilai-nilai sejarah
kebargesan dan penghargaan kebanggaan;
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8. penyediaan bahan fastitasi dan  peningketen kapasites aparatur
HKesatuan bangss, politik dibidang ketahanes idelogl negara, wawazan
kchangsaan, bela negara, nilainilai  sejereh kebangeaan dan
penghargagn Kebangsaan,

. pelaksansan laporan / pertangguingiaweban kepads Kepals Kantor:
et

g pelaksanaen tupas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor scsuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga,
Sub Bidang Politlk dan Kewsspadaan Nasfoul
Pasal 6

{1} Sub Bidangi Polittk dan Kewzspedoan Nasionsl dipimpin ol¢h  Kepala
Sulr Budeng, yvang berkedudukan di bawseh dan bertangeung jawab
kepada Kepala Kantor.

(2} Bub Bidang Politic dan HKewaspadaan Masional mempunysi tugas
menyiapksn bahan penyusuness progrem, petuniulk teknis, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian di bidang Politk den  Kewsspadaan
Mazittial,

(3) Dalam meleksanskan tugss sebagaimana dimakeud pade ayat (2} Sub
Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

2. penyediman baban koordinasi penstapan kebijeken teknis (merujulk
kepada kebijshan vmum nasionall & bidang sistem dan implementasi
politik, kelembagaan polittk pemeriniahan, kelembagaan partat
politik, budaya dan pendidikan pelitik, fastitasi pemibu, pilpres dan
pilkrucda;

b, penyediann behan fasilitast dan  peleksanean kegiatan di Bidang
sistemn dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelernbagean partal politik, budays dan pendidikan politik, fasilitasi
pernile, pilpres dan pilkads;

¢. penyedinan bahan  Roordinasi  dan fasilitasi  pembinean
penyvelengparaan  pemerinteban (bimbingasn,  supervise  dan
konsullasi, perencanaarn, penelitian, pementsusn, pengembangan
dan evaluasy) di bidang sigtern dan implementast politilk, kelembagaan
poltih  pemerintahean, kelembuapann partai politik, budayas dao
pendidikan politil;, fusilitasi pemily, pilpres das pilkada;

E

ka
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. penyedigan hahan pefaksanaan kegiatan PENEAWEEAL
penvelengraraan pemerintaban bidang kesbangpol dan =istem dan
nplementand politik,  kelembegaan  politik pemeriniahasn,
kelernbagaan partal politik, budaye dan pendidikan politik, fasitifas
pemiy, piipres dan piifads,

. penyvediaan bahen fasilitasi dan peningkatan kapesites aparatur
kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan
politik  pemerintahan, helembagaan partat poldk, budaya dan
pendidilcan politil, fasilitasi pemiiu, pilpres dan pilkada:

penyedipan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknin {merujuk
kepada kebijakan wmum nasional] di bidang kewsspadaan dind,
kerjasama intelkam, bina masyarskat perbatasas dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerntaban dan penanganan konflik sosial,
pengawagan orang asing dan lembaga asing:

penyedizan bahan fasilitasi dan peloksanasn kegiatan di bidang
kewazpadaan <dint, kerin  sama  Gutelkam, bins  masyerakat,
perbatasan dan tenaga keria, penanganan konflik pemerintahan,
peneanganan koflik soxlal, penpawasan orang asing dan lembage
asing:

penvediaan  bahan  koordinesi dam fasilitasi | pembinaan
penyelenggaraan permerintahan {bimbingan, supervisi dan konsultasd,
perencanaasn, penelitian, pemantavan, pengembangan dan evabuasi )
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkern, boa masyaralost
perbatasan dan tenage kerja, penasganan konflik pemerintaban dan
penanganan konfik sesiel, pengawasen orang asing dan lembage
asirge

penyedinan  bahan  kegiatan  pengawasan  penyelenggaraan
pemernntohan di bidang kewaspadasn dini, kerinsama intelkam, bine
masyerakat, perbatasen dan tenages kerja, penanpatan  lonfiik
pemerintehion, penanganan konfik sosial dan penpgawasan orang
ASITEY

penyedinan bahan fasgilitasl dan peningkatan kapesitss aparatur
kesbattgpol di bidang kewaspadaan dind, keriasama intelkart, bina
masyarskat perbatasan dan  tenaga kerja, penanganan  konflik
pemerintahan dan penanganan konflik sosial, pengawasan oreng
Ring dan lemvbaga asing;

| L
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k. pelaksanman pemcliharaan dan pengamanan bareng milik deerah
yang menjadi fonggung javwab Subd Bidang Politik dan Kewaspadaan
Musional:

[, pelaksanaan laporan / pertanggungiswaben kepada Kepala Kantor;
dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Hepala Kanlor sesual
dengan tugas dan fungainys,

Bagioan Keempat
Euh Bidang Ketnhanan Sent, Budaya, Agama, Kemasyaraketsn dan
ekonomi
Pasal 7

Sub Bidang Ketahanapn Send, Budaya, Agame, Hemesyarakatan cden
Ekoncmi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kentor,

Sub Bideng Ketabanen Seni, Budays, Apsma, Kemasyambatan dap

Fionomi mempunyal lugas menyiapkan bahan pesyusunat program,

petunyuk telcnis, pembinastt, peogawssan dan pengendalinn di

vidang perlindingan masyarakst,

Dalem melaksanaken tugas sebagaimana dimalesud pade ayst {2} Sub

Sidang Ketahanan Sent, Budays, Apamna, Kemasyarakatan dan Ekonomi

micnyelengparaian fungsi :

& penyedizan bahan keordinasi penetapan kebijakan teknis fmerujuk
keprda kebliakan wnum nasionall ¢ bidang ketahanan seni dan
budays, agarma dan kepercayaan, pembatran dan akulturesi budaya,
organisasi kemasyarekaten  dan  penanganan  masalah  sosial
Ketmnasyerekatan:

b. penyedinan bahan fasifitasi dan pelaksanaen kegiatan di bidang
ketahanan seni dan bundaye, agama dan kepercavaan, pembauran

dan akulturasi budays, organizasi kemasyarskatan dan penanganan
masatah sogial kemasyarakatan,

aE
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penyediaan behan koeordinest dan fasilitasi pembinaan
penyelengraraan  pemerintehan  (bimbingan,  supervisi,  dan
konsultasl, perencanaan, poencitian, pemantavan, pengembanpgan
darn evaluasy) di bideng hetahanan seni dan bludava, agefia dan
kepercayaan, pembauran  dan akulterast  budeva,  organisasi
kemasyerakatan, penanganan masatah aosial kemasyvarakatan;
penyedisen behan pengewasen penyelenggarsan pemerintahan di
Bidaty  ketahanan scni dan budsyn, agema dan kepercayasn,
pembanran dan akulturas) budaya, orpanisasi kemeasvarakatan dan
pernsstganan masalah aosial kemasyarakatsn;

penyediaan baban fasilites] dan peningkatan kapasitas aparatur
kesbangpol di hidang kKetahanan seni dan budaya, apama dan
kepercayean, pembauran dap  akudturast  budaya,  oreanisast
kemasyarakatean dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan:
penyediaan bahen koordinasi penctapan kebijeken tekmis froerujuk
kepada kebijalan umum nasional dan kebifakan teknis proviosi) di
bidang ketahanan sumber daya alam, keitzhanan perdsgangan,
investasi, fiskal dan moneter, perifaky masvarakat, kebijakan dan
ketahanan lembags usaha elonomi, kebijakan dan ketahanan ormeas
Pperekonominn,

penyediaan baban fasilitasi dan peleksanaan  kegiatan  bidang
ketahanan sumber daya alam, ketabanan perdagangan, vestasi,
fiskal dan moneter, perilalu sasyerakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga  usaha clonomi, kebijakan dan  ketshanan  ormas
perchonomian;

penyediaan  bahan  keoordinasi  dan  fasilitasi  pembitsan dan
penyelengparaan pemerintahan {bimbingan, supervisi dan konaultasi,
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evahiagi)
di bidang ketahavan sumber daya alam, hketnhapen perdegangan,
investasi, fiskal dan moneter, perilakd masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembags usaha ekonomi, kebiinkan dan ketzhanan ormas

portkonornian;

Y
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L penyedizan baban pengawasan penyelenggarasn pemerintahen &
bidang ketzhanan swmber daya alam, ketahanan perdagangad,
investasl, fiskal dan moneter, perilalou masvarakat, kebiiakan dan
ketnhanan lembaga usaha ckonomi, kebjjakan dan ketahanan ormas
perslonomian;

i penyedinen bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas speratyr
keshangpol i bidang kebijakan dan ketehanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, penlakus
magyarakat, kebijakan dan ketahanan lembages usaha ekonomi,
icbifakan dan ketaheanan ormes perekonomiarn;

k. pelokeansan pemeliharaan dan pengamanan barang tmoilik daerah
yeng menjedi tanggung jawab Seksi Ketahanan Send, Budaya, Agama,
Kemagyarakatan den Skonom;

o pelaltsansan laporan [/ pertanggungiawaban kKepada Kepala Rantor;
dan

M. pelaksanann tugss lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai
denpgan fugss dan fungsinya.

BAB V
TATA KER.JA
Poasnl #

{1} Dalam  melaksanakan tugas dan fungsinva, Kepata Kantor, Kepala
Subbagian dan Kepala Sub Bidang weiib meneraphkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisast baik dalam inghunean masing - mesing
IMALPUD Antar satuayn orgamsest di Bnglungan pemerintah dactah serta
instansi lnin di nar petmerintah daerah sesuesd dengan tugas dan fungsi

MESHYY - RSN,

[ Setiap pimpinan satuan orgenisasi bertanggung jawab mermimpin dan
mengkoordinesikan  bewahan  inasing - masing dan memberilan
bimbirgan serta petunjuk bagl pelaiisanasn nigas bawahannyva.

ey
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RBAR V1
BETENTUAN PERUTTUP
Famal 9
Pengat berlakunya Peraturan Bupatt il meks Keputusan Bupati Tuben
Momor 27 Tehun 2001 tentang Uraian Tugas Pokol den Fungsi Kanbor
Kesatuien Keterttben dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Tuban
civabut dan dinyatakan Hdak berlalaa.

Fagal 10
Susunan orgamisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban
peliagaimana tercantum dalam lampivan dan merupakan bagien yang tidak
terpisahian dari Peraturan Bupat ini.

Paudal 11
Perattiran Bupat ind mulat berlakn pads tanggal diundanghan.

Agar setiap erang mengetahuinys, memeristahiian pengundangan Peraturan
Bupsti it dengan penemipatatnys dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban,

Ditetapkan di Tuban

pada tangeal /12 Apedd 2015
BUPAT! ﬁﬂ./{ﬂ

Hundangian di Tuban
pruda tamggal 12 Apell 2099
PH. BEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA
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